PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSBAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/4/Kep./DPRD-TL/11/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 170/34/Kep./DPRD-TL/2019
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

1.

bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Peraturan DPRD
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa
Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah
ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan
setelah masa  keanggotsannya dalam  badan
musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan berdasarkan usul fraksi;

bahwa telah diusulkan perubahan susunan
keanggotaan Badan Musyawarah oleh pimpinan Fraksi-
fraksi DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurufl b periu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
170/34/Kep./DPRD-TL/2019 Tentang Pembentukan
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
Kabupaten Taneh Laut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat [l Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan



Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  1H20)
tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang, Pembentukan Dacrah Tingkat 1 di

Kalimantan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2001 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang:
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Pewakilan



Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6197),

Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomor 177).

=

Memperhatikan - Surat usulan perubahan susunan AKD dari Fraksi-
fraksi DPRD Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga Alas
Keputusan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/34/Kep./DPRD-
TL/2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

KEDUA :  Susunan keanggotaan Badan Musyawarah
schagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
sebagai berikut :

1. MUSLIMIN, SE Ketua [/ Anggota

2.  Drs. H. ATMARI Wakil Ketua / Anggota
3. H. RAHIMULLAH, SE Wakil Ketua / Anggota
4, Hj. LAILATUS SOPIAH Anggota

5. RIDHA HAYANI Anggota

6. KHAIRIL ANWAR Anggota

7. Drs. H. ABDULLAH, MM Anggota

8. H.CHAERUDDIN, ST Anggota

9, Hj. MUSDALIFAH, S.Kep, Ners  Anggota

10. Hj. LOUSHIDA FITRININGSIH  Anggota
11. H. HUSNUL FATAHILLAH Anggota
12. PARMADI, S.Ag Anggota
13. SURYANI PRAMESTI] PODO, STP Anggota
14. Hj. YULIANI, S.Pd Anggota
15. SYAPRULLAH, S.Pi Anggota
16. ZULPAH Anggota
17. H. ARKANI, S.Pd, M.Si Anggota
18. SUTRISNO Anggota



KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanny
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:
Ditetapkan di Pelaihari s
pada tanggal 2 Februarn 2022
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
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